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(A Thinking Of Development Of Skkni – IG For Cadastral Surveyor)

Eko Budi Wahyono
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ABSTRAK

Tugas seorang Surveyor Kadaster tidak hanya sebatas melaksanakan survei dan pemetaan batas
bidang tanah saja, melainkan juga harus memahami aspek hukum pertanahan dan tata laksana pendaftaran
tanah. Maka penulisan makalah ini bertujuan untuk mengembangkan dan memperluas Standar Kompetensi
Kerja Nasional Indonesia Bidang Informasi Geospasial (SKKNI-IG) untuk Asisten Surveyor Kadaster dan
Surveyor Kadaster. Makalah ini akan mengkomparasikan SKKNI – IG yang terdapat dalam konsensus KKNI
bidang IG 2017 dengan Peraturan Menteri Negara Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan
Nasional Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Menteri Negara Agraria dan Tata
Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 33 Tahun 2016 Tentang Surveyor Kadaster Berlisensi.
Serta perubahan dan penambahan SKKNI khususnya untuk kompetensi Asisten Surveyor Kadaster dan
Surveyor Kadaster. Dari hasil komparasi didapatkan: kualifikasi kerja yang diharapkan dari SKKNI – IG
seorang surveyor kadaster masih belum memenuhi kebutuhan dari kualifikasi kerja yang diharapkan oleh
Peraturan Menteri Negara Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun
2017. Kualifikasi kerja yang belum ada: Metode pengukuran dan pemetaan bidang tanah non-terestris,
bidang hukum agrarian/pertanahan dan bidang tata laksana pendaftaran tanah materi survei, pengukuran
dan pemetaan pertanahan.

Kata kunci: Pengembangan, SKKNI, Surveyor Kadaster

ABSTRACT

The task of a cadastral surveyor is not only to carrying out surveys and mapping of borders of land, but
also to understand the legal aspects of land and land administration. So the writing of this paper aims to
develop and expand National Competency Standard of Indonesia (SKKNI-IG) for assistant surveyors
Cadastral and Cadastral Surveyor. This paper will compile SKKNI - IG contained in the KKNI IG consensus
2017 with the Regulation of the Minister of Agrarian and Spatial / Head of the National Land Agency Number
11 of 2017 on Amendment of Regulation of the Minister of Agrarian and Spatial / Head of National Land
Agency Number 33 of 2016 About Licensed Cadastral Surveyors. And changes and additions SKKNI
especially for the Assistant Surveyor Cadastral and Cadastral Surveyor. From the comparative results
obtained: the expected work qualifications of SKKNI - IG a cadastral surveyor still not meet the needs of job
qualifications expected by the Regulation of the Minister of Agrarian and Spatial Planning / Head of the
National Land Agency Number 11 of 2017. Working qualifications that do not yet exist: Method
measurement and mapping of non-terrestrial, agrarian / land law field and field of land registration of survey,
measurement and mapping of land.

Keywords: Development, SKKNI, Cadastral Surveyor.

PENDAHULUAN

Dalam penyelenggaraan pendaftaran tanah pada masyarakat modern merupakan tugas
negara/pemerintah secara terus menerus dan teratur, berupa pengumpulan keterangan atau data
tertentu mengenai tanah – tanah tertentu yang ada diwilayah – wilayah tertentu, pengolahan,
penyimpanan dan penyajiannya bagi kepentingan rakyat, dalam rangka memberikan jaminan
kepastian hukum dibidang pertanahan. Sebagaian kegiatannya yang berupa pengumpulan data
fisik tanah yang haknya didaftar tetapi untuk memperoleh kekuatan hukum, hasilnya memerlukan
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pengesahan Pejabat Pendaftaran yang berwenang karena akan digunakan sebagai tanda bukti
(Harsono, 2005).

Pemerintah mempunyai program pada tahun 2025 seluruh bidang tanah yang ada di Republik
Indonesia dapat disertifikatkan. Untuk itu Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dalam
berbagai kesempatan mengungkapkan perlunya percepatan pelaksanaan sertifikasi bidang tanah.
Untuk itu Kementerian Agraria–Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Kementerian ATR/BPN)
ditargetkan untuk menyelesaikan pendaftaran tanah untuk tahun 2017 sebanyak 5 juta bidang
tanah tahun berikutnya 2018 sebanyak 7 juta bidang tanah dan Tahun 2019 sebanyak 9 juta
bidang tanah. Dalam menyelesaikan program sertifikasi bidang tanah tersebut diperlukan sumber
daya manusia dengan kompetensi bidang Informasi Geospasial bidang survei kadaster yang
profesional dan dalam jumlah yang besar. Sumber daya manusia dengan kompetensi bidang
Informasi Geospasial disebut dengan Surveyor, definisi Surveyor sebagai berikut : A Surveyor is a
profesional person with the academic qualification and technical expertice to practice the science
of measurement; to the assamble and assess land and geographic related information ; to use that
information for the purpose of planning and implementing the efficient administration of the land,
the sea and structures there on; and to instigate the advancement and development of such
practice. (Raitenen, Pub. FIG No.2, 1991). Maka dengan demikian Surveyor bidang kadaster harus
memiliki kualifikasi akademik dan ahli di bidang pengetahuan teknik pengukuran dan pemetaan
bidang kadaster. Kondisi saat ini sumber daya manusia dengan kompetensi Informasi Geospasial
bidang Survei kadaster sangat terbatas baik kuantitas maupun kualitasnya. Apalagi tuntutan
seorang surveyor kadaster yang professional, makin sulit dipenuhi. Karena Seorang profesional
memiliki karakteristik sebagai berikut (Peter Dale, Pub. FIG 17, 1998) : a).Menguasai ketrampilan
dan keahlian tertentu yang diperoleh dari pendidikan akademik dan pelatihan. b).Menerima
pekerjaan dari masyarakat dalam hubungan klien dan pemberi pekerjaan. c).Memiliki pandangan
yang obyektif terhadap pekerjaan d).Memiliki pelayanan yang prima dengan standar yang tinggi
terhadap perilaku dan kinerjanya. Selain kompetensi, seorang surveyor kadaster juga harus
memiliki lisensi untuk melakukan pekerjaan survei, pengukuran dan pemetaan dalam rangka
pendaftaran tanah untuk penerbitan sertipikat hak atas tanah.

Sumber daya manusia dengan kompetensi dan kewenangan yang diberikan untuk dapat
melaksanakan survei, pengukuran dan pemetaan untuk pendaftaran tanah berdasarkan status
kepegawaiannya terdiri atas: Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Agraria – Tata
Ruang/Badan Pertanahan Nasional dan Surveyor Kadaster Berlisensi (SKB). Jumlah sumber daya
manusia untuk menyelesaikan target pensertipikatan sampai bulan Agustus 2017: ASN
Kementerian ATR BPN sebanyak 2052 orang, sedangkan SKB sejumlah 5544 yang terdiri atas:
Surveyor Kadaster sebanyak 1160 dan ASK sebanyak 4384. Sampai dengan bulan September
2017 ini, ternyata target pengukuran dan pemetaan bidang tanah untuk pendaftaran tanah belum
mencapai 80 % dari target yang dicanangkan. Surveyor Pertanahan sekarang disebut Surveyor
Kadaster Berlisensi untuk memperoleh lisensi surveyor berlisensi yang merupakan tanda bukti
profesionalisme dan kewenangan seorang surveyor bidang pertanahan setelah memperoleh gelar
akademik dan pengalaman kerja (tidak mutlak) dapat mengikuti ujian tertulis yang
diselenggarakan Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dan dinyatakan lulus
langsung memperoleh lisensi Surveyor Kadaster Berlisensi (Wahyono, 2016). Sehingga kualitas
seorang surveyor kadaster berlisensi belum teruji secara teknis dengan benar. Demikian juga
untuk mengukur apakah peserta ujian untuk memperoleh lisensi SKB sudah sesuai dengan
kompetensi yang diharapkan untuk pekerjaan survei, pengukuran dan pemetaan untuk
kepentingan kadaster/pendaftaran tanah juga belum diukur.

Menurut Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Informasi Geospasial, pelaksana
Informasi Geospasial yang dilaksanakan oleh orang perseorangan wajib memenuhi kualifikasi
kompetensi yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan. Penyusunan jenjang kualifikasi kompetensi harus mengacu pada standar
Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI). Pada bidang informasi Geospasial telah diterbitkan
Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2017 Tentang
Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Profesional, Ilmiah Dan
Teknis, Golongan Pokok Aktivitas Arsitektur Dan Keinsinyuran: Analisis Dan Uji Teknis Bidang
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Informasi Geospasial. Hanya saja SKKNI yang tercantum dalam Keputusan Menteri
Ketenagakerjaan tersebut belum sepenuhnya memenuhi unsur kompetensi yang terdapat didalam
pekerjaan bidang survei kadaster. Karena ruang lingkup pekerjaan survei kadaster tidak hanya
aspek Informasi Geospasial saja melainkan juga bidang Administrasi Pertanahan dan bidang
Hukum Juga. Maka untuk itu tujuan penulisan makalah ini adalah untuk untuk mengembangkan
dan memperluas SKKNI-IG untuk Surveyor Kadaster Berlisensi. Sehingga menjawab kebutuhan
SKKNI non Informasi Geospasial.

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan
Nasional Nomor 11 Tahun 2017 tentang Surveyor Kadaster Berlisensi (SKB), bahwa Surveyor
Kadaster Berlisensi berbentuk perorangan dan badan usaha. Badan usaha disebut dengan Kantor
Jasa Surveyor Kadaster Berlisensi (KJSKB). Berdasarkan Lisensinya, SKB terdiri atas Surveyor
Kadaster (SK) dan Asisten Surveyor Kadaster (ASK). Syarat mengikuti ujian SK: harus S1 Program
Studi Survei dan pemetaan atau Pensiunan ASN Kementerian ATR/BPN pada bidang Survei dan
pemetaan selama 20 tahun, sehingga Jenjang KKNI SK masuk level 6. Syarat mengikuti ASK:
Lulusan SMK, DI atau DIII Program Studi survei dan pemetaan, sehingga jenjang KKNI masuk
level 3. Tugas Surveyor Kadaster Berlisensi adalah melaksanakan tugas Survei dan pemetaan
meliputi: 1) Untuk SKB Perorangan berupa pekerjaan survei dan pemetaan dalam rangka
pendaftaran tanah berdasarkan penunjukan oleh pejabat Kantor Wilayah BPN/Kantor Pertanahan
dengan mekanisme pekerjaan swakelola, 2) Untuk KJSB berupa pekerjaan Survei dan pemetaan
yang dimaksud adalah: a. pendaftaran tanah untuk pertama kali; b. pemeliharaan data
pendaftaran tanah meliputi pemisahan, penggabungan, pengembalian atau rekonstruksi batas,
dan konsolidasi tanah; c. pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum; dan d.
layanan dan kegiatan pertanahan lainnya. Pengertian kadaster menurut FIG 2005, suatu sistem
informasi pertanahan yang dikelola oleh satu atau lebih instansi pemerintah yang didesain untuk
kepentingan perpajakan, real estate/perumahan dan redistribusi tanah. Namun untuk saat ini,
pihak swasta juga memerlukan informasi tersebut untuk kepentingan pengembangan kawasan,
perencanaan tata ruang kota dan desa, pengelolaan lahan dan kegiatan monitoring lingkungan.
Bidang kerja Survei kadaster menurut Enemark, 2005.

Pengetahuan bidang kadaster dan sistem kadaster meliputi: Penguasaan dan Pemilikan atas
Tanah (Land Tenure), Nilai Tanah (Land Value) dan Penggunaan Tanah (Land Use). Maka dengan
demikian seorang Surveyor Kadaster harus memiliki pengetahuan dan keterampilan dibidang
Hukum Tanah, Hukum Agraria, administrasi pertanahan, ilmu sosial,Geomatika–Geodesi, survei
kadaster, Penilaian Tanah, Tata Tuang/Penggunaan Tanah dan manajemen pertanahan. Kualifikasi
Surveyor Kadaster swasta atau profesi Geometer– Europa di Eropa: 1). Lulus Pendidikan akademik
formal /Sarjana, 2). Mengikuti pelatihan khusus dan lanjut bidang hukum properti – real estate
(Pertanahan) dan hukum administrasi selama satu atau dua tahun dan mengikuti ujian akhir untuk
tujuan memperoleh gelar profesi, 3). Memiliki pengalaman praktis pada jangka waktu tertentu
(FIG, 2006). Menurut Attorney General’s Chambers, 2011, di Malaysia Petugas ukur pertanahan
atau Surveyor Pertanahan disebut dengan Juru Ukur berlesen, dengan tugas melakukan
pengukuran dan pemetaan bidang tanah untuk kadaster. Juru Ukur berlesen dapat bekerja
dibawah firma/badan hukum tetapi juga memungkinkan bekerja secara perseorangan.
Pengalaman Surveyor Berlisensi di semenanjung Malaysia (Malaysia dan Brunei) tidak serta merta
seseorang yang memiliki ijasah perguruan tinggi bisa mengikuti ujian untuk memperoleh lisensi.
Ada tiga tahap yang harus dilalui : Tahap 1 : Orang berartikel, Tahap II : Juru ukur Tanah
berdaftar dan Tahap terakhir baru memperoleh Juru ukur berlisensi.

METODE

Metode penulisan makalah ini adalah mengkomparasikan SKKNI – IG yang terdapat dalam
konsensus KKNI bidang IG 2017 dengan Peraturan Menteri Negara Agraria Dan Tata
Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan
Menteri Negara Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 33 Tahun
2016 Tentang Surveyor Kadaster Berlisensi. Dan, Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN
Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan, Pemerintah Nomor 24 Tahun



Seminar Nasional Geomatika 2017: Inovasi Teknologi Penyediaan Informasi Geospasial untuk Pembangunan Berkelanjutan

422

1997 Tentang Pendaftaran Tanah. Serta perubahan dan penambahan SKKNI khususnya untuk
kompetensi Asisten Surveyor Kadaster dan Surveyor.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ruang Lingkup Pekerjaan Survei Kadaster

Ruang lingkup pekerjaan pengukuran dan pemetaan dalam rangka pendaftaran tanah
menurut Pasal 78, Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah
menyatakan bahwa Tugas petugas pengukuran adalah sebagai berikut: a. menetapkan batas
bidang tanah dalam hal petugas pengukuran adalah Pegawai Badan Pertanahan Nasional; b.
membantu penyelesaian sengketa mengenai batas bidang tanah; c. mengisi daftar isian 201 yang
mengenai penetapan batas; d. melaksanakan pengukuran batas bidang tanah; e. membuat
gambar ukur. Adapun Surveyor Kadaster Berlisensi (SKB) menurut Peraturan Menteri Negara
Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nomor 11 Tahun 2017, setelah melaksanakan
pekerjaan pengukuran dan pemetaan bidang tanah SKB harus menyerahkan hasil kegiatan
berupa: a. data hasil pengukuran di lapangan; b. Gambar Ukur, baik dalam bentuk analog maupun
digital; c. Peta Bidang, dan hasil pelayanan atau kegiatan survei dan pemetaan lainnya sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan petunjuk teknis pengukuran dan
pemetaan bidang tanah Sistematik Lengkap No. 03/JUKNIS-300/VII/2017 tanggal 31 Juli 2017,
SKB memiliki kewenangan menetapkan batas sebelum proses kegiatan pengukuran batas bidang
tanah dilakukan. Maka dengan demikian kewenangan yang dimiliki oleh seorang SKB sama dengan
kewenangan petugas ukur ASN Kementerian ATR/BPN. Dalam proses pekerjaan pengukuran batas
bidang tanah dalam rangka pendaftaran tanah, petugas ukur/SKB harus memahami dasar
penguasaan atas tanah dan hubungan hukum orang yang menguasai yang akan diukur tersebut.
Hak ini akan terkait dengan tahapan proses pembukuan yang akan dilakukan melalui mekanisme
pemberian hak, pengakuan hak atau konversi.

Pengetahuan tentang hukum agraria menjadi penting karena akan lebih mudah memahami
hubungan hukum orang dengan tanah. Prinsip utama dalam pekerjaan pengukuran dan pemetaan
batas bidang tanah yang memiliki kekuatan hukum adalah batas bidang tanah tersebut harus
mendapat persetujuan dari pihak yang bersebelahan (terpenuhi asas Contra dictoire delimitatie)
dan jika batas bidang tanah tersebut hilang dapat dikembalikan lagi ketempat semula. Kemudian
dalam Pendaftaran tanah juga harus ada jaminan kepastian terhadap obyek, subyek dan
hubungan hukum antara obyek dan subyek hak atas tanah. Terkait dengan pengukuran batas
bidang tanah, harus bisa menjamin kepastian obyek hak atas tanah. Tuntutan berikutnya adalah
jaminan subyeknya, harus bisa memberi jaminan kepastian pemilik atas tanah tersebut sudah
benar serta jaminan hubungan hukum yang jelas dan pasti antara obyek dan subyek hak atas
tanah tersebut. Maka bagi seorang Surveyor Kadaster baik itu dengan status kepegawaiannya
sebagai Aparatur Sipil Negara maupun Surveyor Kadaster Berlisensi disamping memahami
pengetahuan dan ketrampilan bidang survey, pengukuran dan pemetaan juga harus memahami
bidang hukum dan administrasi pertanahan. Jika hanya memiliki kemampuan bidang IG saja, akan
mengalami kesulitan saat menetapkan batas, menganalisa alat bukti penguasaan tanah,
pemahaman subyek hak atas tanah serta tata laksana pendafataran tanah.

Pekerjaan Survei Kadaster Dalam SKKNI –IG Menurut Kementerian Ketenagakerjaan
Ri Nomor 95 Tahun 2017

Pasal 12 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997 menyatakan bahwa:
(1) Pengukuran dan pemetaan untuk pembuatan peta dasar pendaftaran diselenggarakan dengan
cara terrestrial, fotogrametrik atau metode lain. (2) Pengukuran dan pemetaan secara terrestrial
adalah pengukuran dan pemetaan yang dilaksanakan di permukaan bumi. (3) Pengukuran dan
pemetaan secara fotogrametrik adalah pengukuran dan pemetaan dengan menggunakan sarana
foto udara. (4) Foto udara adalah foto dari permukaan bumi yang diambil dari udara dengan
mempergunakan kamera yang dipasang pada pesawat udara dan memenuhi persyaratan-
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persyaratan teknis tertentu untuk digunakan bagi pembuatan peta dasar pendaftaran. Metode lain
yang dimaksud dalam pasal 12 ayat 1 tersebut adalah metode pengukuran dan pemetaan yang
bukan menggunakan metode terrestrial dan metode fotogrametrik. Maka dengan demikian
kompetensi yang diharapkan untuk seorang surveyor Kadaster terkait dengan SKKNI-IG menurut
KEPMENAKER RI Nomor 95 Tahun 2017 adalah kompetensi SKKNI-IG: bidang Terestris, bidang
Fotogrametris, bidang Kartografi, dan bidang Penginderaan Jauh. Dari 5 bidang IG tersebut, yang
paling dominan adalah bidang Terestris dan bidang Fotogrametris. Kemudian untuk bidang
Penginderaan Jauh, lebih banyak digunakan untuk pekerjaan–pekerjaan yang tidak berhubungan
secara langsung untuk kepentingan Kadaster atau pendaftaran tanah. Unit Kompetensi yang
terkait dengan pekerjaan Surveyor Kadaster bidang Terestris dapat dilihat pada Tabel 1 berikut ini
dan bidang Fotogrametri pada tabel 2. Adapun bidang Kartografi, Unit Kompetensi ada 3 yaitu
kode Unit M.71IGN00.161.1 Unit Kompetensi: Membaca Peta; Kode Unit M.71IGN00.162.1 Unit
Kompetensi: Menyusun Peta Kerangka untuk Informasi Geospasial Tematik; Kode Unit:
M.71IGN00.163.1 Unit Kompetensi: Mengolah Data yang Digunakan Sebagai Sumber Pembuatan
Peta dan Kode unit: M.71IGN00.165.1 Unit Kompetensi: Membuat Peta Interaktif. Bidang
penginderaan jauh, untuk kepentingan surve kadaster menggunakan Citra Tegak Resolusi Tinggi
(CTRT). Lebih ditekankan pada bidang penginderaan jauh metrik, bukan kualitas dan kuantitas
spektrum.

Tabel 1. Unit Kompetensi IG Bidang Terestris Terkait Pekerjaan Surveyor Kadaster
No. Kode Unit Unit Kompetensi
1 M.71IGN00.031.1 Membuat Rintisan Jalur Pengukuran dan Pembebasan Sudut

Pandang ke Segala Arah
2 M.71IGN00.032.1 Menyiapkan Peralatan Survei
3 M.71IGN00.033.2 Mengukur Sudut Horizontal, Vertikal, dan Jarak.
4 M.71IGN00.034.2 Mengukur Beda Tinggi dan Jarak
5 M.71IGN00.035.2 Menentukan Posisi Berbasis Pengamatan Satelit Global

Navigation Satellite System (GNSS)
6 M.71IGN00.036.1 Mengelola Pengoperasian Continously Operating Reference

System (CORS)
Sumber: Kepmenaker RI No. 95/2017.

Tabel 2. Unit Kompetensi IG Bidang Fotogrametri Terkait Pekerjaan Surveyor Kadaster
No. Kode Unit Unit Kompetensi
1 M.71IGN00.067.1 Melaksanakan Kalibrasi Kamera
2 M.71IGN00.068.2 Melaksanakan Misi Pemotretan Udara
3 M.71IGN00.069.1 Melakukan Pra-Pengolahan Data Pemotretan Udara dengan

Pesawat Nirawak
4 M.71IGN00.073.1 Melaksanakan Misi Pemotretan Udara dengan Pesawat Nirawak
5 M.71IGN00.074.2 Melaksanakan Survei Kelengkapan dan Cek Lapangan
6 M.71IGN00.075.1 Melaksanakan Pemasangan Titik Kontrol Lapangan (Premark)

untuk Foto Udara dan Citra Satelit
7 M.71IGN00.076.1 Melakukan Identifikasi Titik Kontrol Lapangan (Post Mark) untuk

Foto Udara dan/atau Citra Satelit
8 M.71IGN00.080.1 Melakukan Digitisasi Objek Individual Tertentu (Titik, Garis, atau

Area) pada Citra Tegak Resolusi Tinggi
Sumber: Kepmenaker RI No. 95/2017.

Unit Kompetensi IG Bidang Terestris dan Bidang Fotogrametri terkait pekerjaan Surveyor
Kadaster hanya ada 6 unit kompetensi dan karena Surveyor Kadaster khususnya Surveyor
Kadaster Berlisensi terdiri atas SK yang masuk jenjang KKNI level 6 dan ASK yang masuk jenjang
KKNI level 3. Maka penyusunan SKKNI bidang Terestris disesuaikan dengan level 6 untuk SK dan
level 3 untuk ASK.

Dari tabel 1 dan tabel 2 ini, SKKNI-IG untuk teknis pekerjaan survei kadaster sudah
terpenuhi, hanya saja dalam ruang lingkup pekerjaan surveyor kadaster belum semua aspek dapat
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dipenuhi oleh SKKNI-IG tersebut. Dalam pekerjaan pengukuran untuk kepentingan pendaftaran
tanah, sebelum kegiatan pengukuran batas bidang tanah dilakukan terdapat suatu jenis pekerjaan
yang memiliki keahlian tertentu yaitu pekerjaan penetapan batas. Pekerjaan penetapan batas
dapat dilakukan jika orang tersebut disamping memiliki kewenangan dalam menetapkan batas,
juga harus memiliki pengetahuan dibidang hukum khususnya hukum agraria dan pengetahuan
tentang administrasi pertanahan/tata laksana pendaftaran tanah. Penetapan Batas dapat dilakukan
jika telah terpenuhi asas contradictoire delimitasi atau asas persetujuan pemasangan tanda batas
bidang tanah oleh pihak – pihak yang berbatasan. Persetujuan tidak hanya sekedar
menandatangani berita acara persetujuan dalam suatu daftar isian, melainkan surveyor juga harus
menyelidiki dasar – dasar penguasaan tanah pihak – pihak yang berbatasan. Hal diatas, wajib
harus dilakukan apabila status tanah disekeliling bidang tanah yang akan diukur merupakan tanah
hak. Terhadap yang berbatasan dengan tanah Negara, tentu menjadi pertimbangan tersendiri
perlu dan tidaknya. Dan siapa yang menandatangani persetujuan batas tersebut. Padahal jika
disebut tanah Negara berarti status tanah yang belum dilekati suatu jenis hak, padahal sudah
dikuasai oleh seseorang. Kemampuan analisis tentang hak atas tanah dan administrasi
pertanahan/pendaftaran tanah harus dimiliki oleh seorang Surveyor Kadaster. Pemahaman proses
pelaksanaan pendaftaran tanah juga harus diketahui oleh seorang surveyor, karena setelah
kegiatan pengukuran batas bidang tanah dilanjutkan dengan pelaksanaan pendaftaran tanah.
Bidang kompetensi untuk seorang surveyor Kadaster tidak hanya bidang IG melainkan juga bidang
Hukum, Administrasi Pertanahan dan Pendaftaran Tanah.

Rancangan SKKNI – IG Bidang Surveyor Kadaster

Ruang lingkup pekerjaan Surveyor Kadaster sangat luas, tidak hanya ketrampilan pengumpul
dan analisis bidang IG melainkan juga bidang Hukum Agraria Dan Pertanahan, Administrasi
Pertanahan/Tata Laksana Pendaftaran tanah. Diperlukan pengembangan terhadap SKKNI–IG
tersebut untuk Surveyor Kadaster.

Standar kompetensi kerja bidang hukum dan hukum agraria terkait dengan pekerjaan
pengukuran dan pemetaan dalam rangka pendaftaran tanah adalah;

1. Kemampuan kerja Penetapan Batas.
a. Apa yang harus dikerjakan.

Mengkomunikasikan dengan pihak – pihak yang berbatasan dan mengecek hak
atas tanah para pihak yang berbatasan.

b. Sejauhmana kinerja yang diharapkan.
Dapat berkomunikasi dengan baik dan memperoleh analisa dasar penguasaan
tanah dengan benar.

c. Bagaimana cara mengukur apa yang harus dikerjakan dan menilai seseorang telah
mampu menampilkan kinerja yang diharapkan.
Tidak terjadi sengketa batas bidang tanah dan jika terjadi sengketa dapat
dimusyawarahkan serta dapat dilakukan mediasi.

2. Kemampuan kerja mengenali dan menganalisa jenis hak atas tanah
a. Apa yang harus dikerjakan.
Mengetahui, mengelompokkan sesuai jenis dan menganalisa hak atas tanah.

b. Sejauhmana kinerja yang diharapkan.
Dapat membedakan penguasaan dan pemilikan atas tanah serta tanah negara.

c. Bagaimana cara mengukur apa yang harus dikerjakan dan menilai seseorang telah
mampu menampilkan kinerja yang diharapkan.
Berdasarkan jenis-jenis hak atas tanah dan pengetahuan tanah negara, dapat
memberikan pendapat dan memahami proses pensertifikatan tanah.

Standar Kompetensi Kerja Bidang Administrasi Pertanahan/Tata Laksana Pendaftaran Tanah
meliputi:

1. Kemampuan kerja membaca berkas permohonan pendaftaran tanah.
a. Apa yang harus dikerjakan.
Memilah dan memeriksa berkas permohonan pengukuran dalam rangka
pendaftaran tanah.
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b. Sejauhmana kinerja yang diharapkan
Berkas–berkas permohonan pengukuran dalam rangka pendaftaran tanah
dinyatakan lengkap dan dapat ditindak lanjuti untuk prose berikutnya.

c. Bagaimana cara mengukur apa yang harus dikerjakan dan menilai seseorang telah
mampu menampilkan kinerja yang diharapkan.
Terpenuhi semua persyaratan permohonan pengukuran dan pemetaan dalam
rangka pendaftaran tanah.

2. Kemampuan kerja melaksanakan tatalaksana pendaftaran tanah.
a. Apa yang harus dikerjakan.

Menjalankan prosedur pengukuran dan pemetaan dalam rangka pendaftaran tanah.
b. Sejauhmana kinerja yang diharapkan.

Pengisian daftar–daftar isian sesuai petunjuk teknis pengukuran dan pendaftaran
tanah.

c. Bagaimana cara mengukur apa yang harus dikerjakan dan menilai seseorang telah
mampu menampilkan kinerja yang diharapkan.
Tahapan–tahapan yang dilakukan dalam proses pengukuran dan pemetaan dalam
rangka pendaftaran tanah sudah runut dan benar.

KESIMPULAN

1. SKKNI–IG yang terdapat dalam konsensus KKNI bidang IG 2017 yang dituangkan dalam
Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2017, belum
cukup mengakomodir Kompetensi Surveyor Kadaster.

2. Untuk Surveyor Kadaster disamping SKKNI–IG harus ada penambahan SKKNI bidang:
Hukum Agraria/Pertanahan, Administrasi Pertanahan/Tata Laksana Pendaftaran Tanah.

3. Penyusunan SKKNI bidang Hukum Agraria dan Pertanahan meliputi: mampu melakukan
penetapan batas dan menganalisa jenis–jenis hak atas tanah, SKKNI Bidang Administrasi
Pertanahan/Tata Laksana Pendaftaran Tanah meliputi: kemampuan menganalisa berkas–
berkas permohonan pendaftaran tanah dan melaksanakan Tata laksana Pendaftaran Tanah.
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